
 

SALINAN 

 

BUPATI BANJARNEGARA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 

NOMOR 19 TAHUN 2025 
 

TENTANG  

 
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANJARNEGARA, 
 

Menimbang : a.  bahwa Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah 
rawan bencana, sehingga perlu perencanaan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi 

salah satu dasar pembangunan daerah; 
  b.  bahwa dalam upaya pemaduan penanggulangan 

bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah, 

perlu rencana penanggulangan bencana yang sistematis; 
  c.  bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam 

penanggulangan bencana, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 

Penanggulangan Bencana; 
    

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 
  3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

  4.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6867); 



MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN 
BENCANA. 

 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara. 
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara. 

5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, 

baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 
kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang 
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya 

bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 
7. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan 

gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan 

menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah. 
8. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan 

penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang 

menjadi salah satu dasar pembangunan daerah. 
9. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, 

hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan 
teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang 
mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan 

mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya 
tertentu. 

10. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana 
pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa 
kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, 

kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 
11. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau 

meninggal dunia akibat bencana. 

12. Indeks Ketahanan Daerah selanjutnya disingkat IKD adalah instrumen 
untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau 

ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. 
13. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat 

yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi 

ancaman bencana. 
 
 

 
 

 
 



14. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana 
dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana. 
15. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya 

sebagian atau seluruh bencana. 
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukansebagai upaya 

untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. 

17. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang 
didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh 
atribut non-spasialnya. 

18. Skala peta adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya 
dengan satuan atau teknik tertentu. 

19. Peta Landasan adalah peta yang menggambarkan garis batas maksimum 
keterpaparan ancaman pada suatu daerah berdasarkan perhitungan 
tertentu. 

20. Peta Risiko Bencana adalah gambaran Tingkat Risiko bencana suatu daerah 
secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu 

Daerah. 
21. Cek Lapangan (ground check) adalah mekanisme revisi garismaya yang 

dibuat pada peta berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi 

sesungguhnya. 
22. Geographic Information System yang selanjutnya disingkat GIS, adalah 

sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, 
analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial 
(keruangan) terkait dengan muka bumi. 

23. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat 
kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona 

ketinggian tertentu akibat bencana. 
24. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan 

tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat 

bencana. 
25. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan 

Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat 

Ancaman akibat bencana. 
 

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 
 

Rencana Penanggulangan Bencana dimaksud untuk: 
a. sebagai salah satu rujukan/pedoman penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah; 
b. sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana daerah; dan 

c. sebagai dasar perencanaan teknis yang lebih detail dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana daerah. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Pasal 3 
 

Rencana Penanggulangan Bencana bertujuan untuk: 

a. menyediakan rencana yang terpadu, terarah, terukur dan menyeluruh di 
seluruh tahapan penanggulangan bencana; 

b. sebagai bahan pemaduan dalam rencana pembangunan daerah secara 

berkala di Kabupaten Banjarnegara meliputi penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat 
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

c. sebagai bahan koordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya 
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten 

Banjarnegara; dan 
d. sebagai dasar penetapan target pelayanan minimum penanggulangan 

bencana diantaranya penyusunan dokumen perencanaan yang lebih 

spesifik untuk tiap jenis ancaman bencana, seperti Rencana Mitigasi, 
Rencana Kontinjensi, Rencana Operasi, dan Rencana Pemulihan. 

 
BAB III 

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA 

 
Pasal 4 

 

Rencana Penanggulangan Bencana disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: 

a.  bab I berisi pendahuluan; 
b.  bab II berisi karakteristik permasalahan dan isu strategis                 

kebencanaan daerah; 

c.  bab III  berisi penyelenggaraan penanggulangan bencana; 
d.  bab IV berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program; 

e.  bab V berisi kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana; 
f.  bab VI berisi rencana aksi daerah untuk pengurangan risiko bencana; 
g.  bab VII berisi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; dan 

h.  bab VIII berisi penutup. 
  
Pasal 5 

 
Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara. 

 
Ditetapkan di Banjarnegara 

pada tanggal 26-5-2025 

 
Diundangkan di Banjarnegara 

pada tanggal 26-5-2025  
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, 

 
Cap ttd, 

 
INDARTO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 19 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

Syahbudin Usmoyo, S.H. 

Pembina Tk.I 
NIP. 19740223 199803 1 006 

 
 

 

  BUPATI BANJARNEGARA, 

 
Cap ttd, 

 
AMALIA DESIANA 

TELAH DITELITI OLEH PARAF 
SEKDA  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA  
KABAG HUKUM  
JFT  


